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ABSTRAK
Ketersediaan air sangat erat kaitannya untuk mendukung ketahanan pangan. Air merupakan
masukan penting untuk produksi pertanian (World Bank, 2020). Pada konteks penelitian ini,
saluran irigasi Bena sebagai salah satu sumber daya air dengan karakteristik sebagai common pool
resources, memberikan suatu dinamika dalam pengelolaannya. Diketahui bahwa pada pengelolaan
Daerah Irigasi Bena terdapat beberapa masalah yang mengindikasikan terjadinya common
dilemma.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yaitu serangkaian
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta
mengelolah bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), Studi Literatur adalah
merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku,
majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
Hasil studi literatur ditemukan bahwa permasalahan common dilemma dalam kelembagaan
Pengelolaan Irigasi (KPI) di daerah irigasi Bena tersebut adalah rendahnya pengelolaan suatu
daerah irigasi disebabkan faktor-faktor yang menghambat di lapangan, yaitu; (1) kurangnya
partisipasi anggota, (2) belum dikuasainya teknologi budidaya, (3) kurangnya permodalan, (4)
program kerja yang belum dan/atau tidak jelas, (5) pembinaan dan bimbingan yang tidak kontinyu,
(6) kualitas dukungan pemerintah daerah yang rendah.
Konsep common pool resources menyiratkan bahwa air sebagai materi enensial dalam kehidupan
manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh semua kalangan yang mampu
mengakibatkan persaingan ekonomi dan konflik sosial karena pemenuhannya. Oleh karenanya
pengelolaan kebutuhan air tidak semata ditinjau dari aspek ekonomi tapi bagaimana air dikelola
dengan prinsip lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dengan praktik kelembagaan dalam
pengambilan kebijakan yang berlandaskan kelestarian lingkungan dan keadilan distribusi yang
equal.
Kata Kunci: Kelembagaan, Air, Dilema

PENDAHULUAN Pemanfaatan air terbesar atau sebanyak 79,6
Ketersediaan air sangat erat kaitannya untuk persen digunakan untuk mengairi lahan pertanian
mendukung ketahanan pangan. Air merupakan dan 20,4 persen sisanya digunakan untuk
masukan penting untuk produksi pertanian kebutuhan air baku, domestik dan industri
(World Bank, 2020). Menurut data, saat ini (Pandu, 2021).
potensi air di Indonesia adalah 3,9 trilliun meter Perkembangan irigasi melesat dengan
kubik per tahun sedangkan yang bisa cepat pada abad kedua puluh, mengikuti
dimanfaatkan baru sekitar 691,3 milliar meter kemajuan pesat dalam mesin teknik sipil dan
kubik (Fitra, 2017). Dari potensi air sebesar 691,3 dorongan dari pemerintah dan badan-badan
miliar meter kubik, baru 222,59 miliar meter pembangunan internasional. Banyak negara

kubik per tahun yang dimanfaatkan saat ini.
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berkembang (seringkali bekas jajahan) mengubah
pandangan mereka tentang irigasi  dari
mendukung pertanian kolonial menjadi kebijakan
nasional untuk lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan (Suhardiman, 2014). Antara tahun
1970 dan 1990, luas lahan irigasi dunia
meningkat dari 184 menjadi 258 juta ha.
Pengembangan irigasi terus berlanjut, dan pada
tahun 1992 luas lahan untuk irigasi mencapai 324
juta ha (AQUASTAT 2014 a). Saat ini proyek
irigasi umum di dunia terletak di Asia (70%),
mengambil dari sumber air permukaan (62%),
menggunakan  irigasi  permukaan  (86%),
mencapai intensitas tanam 130%, dan menanam
sereal (61%) (AQUASTAT 2014 b).

Di Indonesia, saat ini diperkirakan kurang
lebih 100 ribu hektar lahan pertanian telah beralih
fungsi menjadi non pertanian tiap tahunnya
(Kementerian Pertanian, 2017). Disamping alih
fungsi lahan, masalah lain yang dihadapai adalah
degradasi kondisi prasarana irigasi sedangkan
menurut temuan PPPSI (2018) sektor pertanian di
Indonesia merupakan sektor yang memberikan
kontribusi positif bagi perekonomian nasional.
Sektor ini pada tahun 2014 tumbuh sebesar
4,18% dan memberikan kontribusi sebesar
13,38% terhadap total perekonomian nasional.

Dari temuan tersebut diketahui beberapa
kenyataan yang merupakan faktor-faktor
penghambat peningkatan produktivitas pertanian
di Indonesia vyaitu; (1) Kurang tenaga dan
lemahnya penyuluhan pertanian; (2) Infrastruktur
kurang dan buruk pemeliharaanya; (3) Akses
petani penggarap kepada sumber pembiayaan
desa terbatas (Supriyati & Erma Suryani, 2006);
(4) Kepemilikan lahan tidak jelas; (5)
Kesenjangan teknologi, (6) Potensi komoditas
bernilai tinggi terabaikan (Eko, 2007), (7) Sistem
irigasi kurang dan buruk pemeliharaanya (7) serta
kelembagaan petani, air dan irigasi lemah;
(Mimin & Budhi, 2009; Purwantini & Suhaeti,
2017);

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI)
terdiri dari tiga unsur kelembagaan, yaitu (1)
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kelembagaan  instansi ~ pemerintah,  baik
Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi maupun
unsur  pemerintah  kabupaten/kota  yang
membidangi irigasi, (2)  kelembagaan
perkumpulan petani pemakai air, baik P3A,
GP3A, maupun IP3A dan (3) kelembagaan
Komisi Irigasi (Komir), baik Komisi Irigasi
provinsi, Komisi Irigasi antar provinsi, dan
Komisi Irigasi kabupaten/kota. Ketiga unsur
kelembagaan tersebut memiliki karakteristik
yang berbeda satu dengan yang lainnya bila
ditinjau dari segi keanggotaanya.

Kelembagaan instansi pemerintah baik
Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi maupun
unsur  pemerintah  kabupaten/kota  yang
membidangi irigasi para anggotanya semua
berasal dari unsur pemerintah, sedangkan
kelembagaan Komisi Irigasi (Komir), baik
Komisi Irigasi provinsi, Komisi Irigasi antar
provinsi, dan Komisi Irigasi kabupaten/kota para
anggotanya berasal dari gabungan antara unsur
pemerintah dan unsur nonpemerintah (pemangku
kepentingan lainnya), sedangkan kelembagaan
perkumpulan petani pemakai air, baik P3A,
GP3A, maupun IP3A para anggotanya semua
berasal dari unsur masyarakat petani. Maksud
dan  tujuan dibentuknya Kelembagaan
Pengelolaan Irigasi (KPI) ini adalah dalam upaya
mewujudkan tertib didalam pengelolaan jaringan
irigasi yang telah dibangun pemerintah dan salah
satu daerah yang juga mengimplementasikan
kelembagaan pengelola irigasi ini adalah Propinsi
NTT melalui Balai Wilayah Sungai Nusa
Tenggara Il yang secara organisasi berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur
Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahaan Rakyat. Meskipun menjadi
kewenangan dan tanggungjawab, pelaksanaan
tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat
tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan
para stakeholder lainnya dan salah satu bentuk
Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) tersebut
adalah melalui Komisi Irigasi (Komir) baik
Komisi  Irigasi  provinsi, Komisi lIrigasi



Jurnal Administrasi dan Demokrasi, VVol. 2. No. 1. Mei 2023

kabupaten/kota serta kelembagaan perkumpulan
petani pemakai air (P3A) di daerah irigasi (DI)
Bena Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Pengelolaan sumber daya air dihadapkan
pada masalah yang sangat kompleks. Air yang
memiliki nilai vital pada tatanan kehidupan
sosial-budaya, ekonomi serta  lingkungan
cenderung saling bertentangan  (Rustiadi,
Saefulhakim, & Panuju 2011). Sumber daya air
yang memiliki karakteristik sebagai sumber daya
bersama (common pool resources) juga memiliki
tantangan tersendiri. Keberadaan common pool
resources yang bersifat “open to all”,
menyisakan konsekuensi yaitu kebebasan bagi
para pengguna untuk mengakses sumber daya
bersama sehingga para pengguna tidak dapat
melarang pengguna lainnya namun timbul
persaingan di antara para pengguna tersebut
(Blomquist dan Ostrom serta Randal dalam
Wade, 1987). Diketahui pula bahwa aspek
kelembagaan sangat mempengaruhi pengelolaan
sumber daya bersama (Gifford & Gifford, 2000).
Implikasi dari pengelolaan itu kemudian
memunculkan fenomena common dilemma.

Pada konteks penelitian ini, saluran irigasi
Bena sebagai salah satu sumber daya air dengan
karakteristik sebagai common pool resources,
memberikan suatu dinamika dalam
pengelolaannya.  Diketahui  bahwa  pada
pengelolaan Daerah Irigasi Bena terdapat
beberapa masalah yang mengindikasikan
terjadinya common dilemma yaitu perubahan
aturan  kelembagaan, kurangnya peranan
pemerintah, dan kerjasama antar petani juga turut
memperkeruh masalah. Kondisi ini menunjukkan
bahwa common dilemma sangat beragam dan
dinamis karena sulitnya untuk mempertemukan
hasil yang diinginkan oleh semua pengguna
(Ostrom, Walker, dan Gardener dalam Noailly,
Withagen, & Bergh, 2007).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah pebelitian kualitatif
yaitu penelitian yang secara holistik bermaksud
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untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya,
persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan
secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah
dan dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah (Moleong, 2007:6). Sedangkan untuk

pendekatan dalam penelitian ini  adalah
pendekatan studi literatur yaitu serangkaian
kegiatan yang berkenaan dengan metode

pengumpulan data pustaka, membaca dan
mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.
Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), Studi
Literatur adalah merupakan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan
sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan
dengan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sumber daya air dihadapkan
pada masalah yang sangat kompleks. Air yang
memiliki nilai vital pada tatanan kehidupan
sosial-budaya, ekonomi serta lingkungan
cenderung saling bertentangan  (Rustiadi,
Saefulhakim, & Panuju 2011). Sumber daya air
yang memiliki karakteristik sebagai sumber daya
bersama (common pool resources) juga memiliki
tantangan tersendiri. Keberadaan common pool
resources yang bersifat “open to all”,
menyisakan konsekuensi yaitu kebebasan bagi
para pengguna untuk mengakses sumber daya
bersama sehingga para pengguna tidak dapat
melarang pengguna lainnya namun timbul
persaingan di antara para pengguna tersebut
(Blomquist dan Ostrom serta Randal dalam
Wade, 1987). Diketahui pula bahwa aspek
kelembagaan sangat mempengaruhi pengelolaan
sumber daya bersama (Gifford & Gifford, 2000).
Implikasi dari pengelolaan itu kemudian
memunculkan fenomena common dilemma
seperti yang saat ini terjadi pada daerah irigasi
Bena.

Daerah irigasi Bena terletak pada 3 (tiga)
desa yaitu Desa Linamnutu, Desa Polo dan Desa
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Bena, Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS,
Provinsi NTT . Secara Geografis terletak pada

koordinat 10°01°05” — 10 °07°55” LS dan 124
°08°11” — 124 °15°49”BT sedangkan luas areal

irigasi yang dikembangkan pada D.l. Bena adalah
sebesar 3.500 Ha yang terdiri dari Sub DI.
Linamnutu 1.060 Ha dan Sub DI Taekola 2.440
Ha yang mengambil sumber air irigasi dari sungai
Noelmina seperti pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1 Lokasi dan Luas Areal Daerah Irigasi Bena

weas oreal igesl yang dikembangkon pada
0.1 Benc adalah zebezcr 3500 Ma yang
terdidl dort Sub DI Unamnuty 1.040 Mo dan
3vb DI Toekola 2.440 Mo yong mengambil
sumber air ingosi dort sungal Noeiming

Sumber: Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara |1, 2022

Dengan terbangunnya Bendung Linamnutu
dan Jaringan lIrigasi ini yang didukung dengan
ketersediaan air sungai noelmina akan dapat
mengairi persawahan D.l. Bena seluas 3.500 Ha
yang jika diproyeksikan terhadap produksi padi
per Ha £+ 4 ton (gabah kering giling) dengan
indeks pertanaman 200% maka diharapkan total
produksi gabah kering giling pertahun yang
dihasilkan mencapai 28.000 ton, meningkat dari
rata-rata 4.568 ton/tahun sebelum dilakukan
pembangunan kembali.

Di daerah irigasi Bena terdapat beberapa
infrastruktur pengairan dengan perincian sebagai
berikut:

1. Bendung Bena

a. Lebar Bendung :170m

b. Lebar Tanggul Bendung: 200,96 m

c. Bangunan Pengambilan : 2 Buah

LOKAS| 4
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D.L Bema lerdelek pada 3 (lige) desa yaile
Dese Unamnuty, Deso Polc dom Dera Berna.
Xec, Amonwbon Selaton. Kab. TT3. Frovinsi
NIt . fecora OGeograls ledelek pade
keoedinal 10°01°08" = 10 “07'S87 LS dan 124

LUAS AREAL

BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA N

SNVT PJPA NT il PROVINSI NTT

d. Pintu Pembilas : 3 Buah
2. Saluran Induk
a. Saluran Pasangan :18.993,20 m
b. Bangunan Sadap : 26 Buah
c. Siphon : 2 Buah
d. Talang : 9 Buah
e. Jembatan : 6 Buah
f. Gorong-gorong : 10 Buah
g. Bangunan Terjun : 10 Buah
3. Saluran Primer
a. Saluran Pasangan :14.000,81 m
b. Bangunan Sadap : 25 Buah
c. Bangunan Pelengkap : 15 Buah
d. Saluran Tersier 3000 m
e. Saluran Pembuang :8.483,82 m
f. Rumah Jaga Pintu Air : 4 Unit
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Untuk diketahui bahwa Propinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT) memiliki sawah seluas
348.557 Ha, diantaranya 98.095 Ha beririgasi
teknis salah satunya yaitu Daerah Irigasi (DI)
Bena seluas 3.515 Ha (Kepmen Pekerjaan
Umum, 2014). NTT telah membangun
infrastruktur dalam bidang Sumber Daya Air
(SDA) sampai tahun 2021 telah menyiapkan
irigasi sebagai usaha penyediaan, pengaturan,
dan pembuangan air irigasi untuk menunjang
pertanian yang jenisnya meliputi irigasi
permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah,
irigasi pompa, dan irigasi tambak yang
dipergunakan untuk menyimpan kelebihan air di
saat musim hujan dan menggunakan di saat
kekurangan air dan hal ini tidak dapat dilakukan
olen pemerintah sendiri melainkan melalui
Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI).

Kelembagaan irigasi dianggap sebagai
pendekatan penting untuk mengatasi masalah
Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) (Cleaver,
2012; Lam, 2001) termasuk pengaturan sosial
yang membentuk dan mengatur perilaku individu
dalam distribusi air, pembayaran biaya air dan
sistem irigasi dan juga struktur organisasi dan
kelompok dalam tata kelola irigasi (Meinzen-
Dick, 2007; Tang, 1993; Wang et al., 2007). Para
sarjana institusionalisme arus utama memeriksa
pertanyaan mendasar tentang fitur kelembagaan
mana atau jenis institusi irigasi mana yang dapat
mengarah pada tata kelola irigasi yang sukses
(Tang, 1991; Lam, 2001; Cox et al., 2010; Cox
dan Ross, 2011; Baggio et al., 2016; Lam dan
Chiu, 2016) dan sejalan dengan hal tersebut maka
maksud dan tujuan dibentuknya Kelembagaan
Pengelolaan lIrigasi (KPI) ini adalah berupaya
mewujudkan tertib didalam pengelolaan jaringan
irigasi yang telah dibangun pemerintah.

Namun hasil observasi penulis ditemukan
fakta bahwa Kelembagaan Pengelola Irigasi
(KPI) di Daerah Irigasi Bena dapat dinyatakan
belum efektif dan temuan penulis ini sejalan
dengan temuan (Brown dan Farrelly, 2009; van
Dijk, 2012) bahwa pembangunan berkelanjutan
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dari sektor air umumnya tidak terhalang oleh
masalah teknis, kurangnya pengetahuan atau
sumber daya maupaun kendala keuangan,
melainkan oleh tantangan terkait kelembagaan
dan implikasi dari temuan ini kemudian
memunculkan fenomena common dilemma.

Istilah  commons dilemma pertama kali
dikemukakan oleh Hardin (1968) dalam kasusnya
tentang penggunaan padang rumput oleh para
penggembala yang akhirnya menimbulkan isu
common pool resources dan mengakibatkan
munculnya suatu dilema. Lebih lanjut, Gifford &
Gifford (2000) mendefinisikan commons
dilemma sebagai suatu kondisi yang terjadi saat
sumber daya mulai terbatas sehingga ada indikasi
salah satu pengguna mengeksploitasi sumber
daya lebih cepat dari pengguna lainnya atau
menghalangi pengguna  lainnya  untuk
menggunakan sumber daya. Lebih lanjut, Hardin
(1968) mengungkapkan bahwa perlu adanya
pembatasan dalam pemanfaatan melalui aturan
yang efektif pada sumber daya bersama (common
pool resources) guna menghindari over use dan
free rider. Ini dikarenakan terdapat banyak aktor
yang terlibat dalam common project dengan
berbagai  kepentingan yang berbeda-beda
(Saunders, 2014). Di samping itu, juga ada
perbedaan faktor keinginan pengguna
dipengaruhi oleh pengetahuan masing-masing
individu dan aspek geografis (Sang, 2008) serta
karakter dan perilaku pembuat keputusan
(Madani & Hipel, 2011).

Tantangan terkait common dilema dalam
kelembagaan pengelolaan irigasi Bena ini
tergambarkan dalam fakta di lapangan bahwa
masyarakat di daerah irigasi Bena belum terlibat
aktif dalam operasi dan pemeliharaan sarana
prasarana Sumber Daya Air (SDA) yang telah
terbangun dan masih rendahnya peningkatan
kinerja dalam pengelola layanan irigasi yang
ditinjau dari derajat kepuasan anggota antara lain
disebabkan kurangnya kepekaan, keandalan,
keadilan, kecepatan pelayanan, pengetahuan dan
keterampilan pengelola P3A dalam
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memahami/mengikuti dinamika iklim sehingga
cenderung menetapkan jadwal pola tanam yang
relatif rutin bahakn masyarakat sering melepas
hewan di sekitar daerah irigasi Bena sehingga
menngganggu pola tanam yang sedang dibangun
oleh pemerintah.

Para petani di daerah irigasi Bena
mengasumsikan  bahwa  secara  Kkuantitas,
sumberdaya air selalu cukup dan memenuhi
persyaratan namun pada kenyataannya sering

terjadi ketidakcukupan, ketidaktepatan,
ketidakadilan dalam pembagian air yang
berdampak pada gagal panen sehingga

produktivitas usaha tani menurun. Kurangnya
pemahaman juga disebakan kurang sosialisasi
oleh Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI)
melalui Komisi Irigasi provinsi, Komisi Irigasi
kabupaten/kota  serta  stakeholder  kepada
masyarakat, sehingga menyebabkan kurang
optimalnya keterlibatan masyarakat dalam
perencanaan pengelola irigasi  sedangkan
keberadaan common pool resources yang bersifat
“open to all”, menyisakan konsekuensi yaitu
kebebasan bagi para pengguna untuk mengakses
sumber daya bersama sehingga para pengguna
tidak dapat melarang pengguna lainnya namun
timbul persaingan di antara para pengguna
tersebut (Blomquist dan Ostrom serta Randal
dalam Wade, 1987) atau dengan istilah lainnya
disebut dengan water governance yang secara
konsep mempertemukan bagaimana kebijakan
publik bukan hanya menjadi ranah pemerintah
namun dibutuhkan juga pelibatan dan partisipasi
civil society dan pihak swasta. Serta bagaimana
kebijakan  publik  soal pengelolaan air
mempertimbangkan keseimbangan sumber daya
dengan kebutuhan air bagi masyarakat yang tetap
memperhatikan  ekosistem  dan  menjaga
kelestarian sumber air (UN-Water, 2014) atau
menurut van Monfortr, et al (2014) sebagai
multistakeholder (multistakeholders provision)
dimana pengelolaan air yang mengkombinasikan
beberapa aktor yang terlibat baik dari sektor
privat, pemerintah maupun komunitas lokal.
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Temuan penulis terkait permasalahan
common dilema dalam kelembagaan Pengelolaan
Irigasi (KPI) di daerah irigasi Bena tersebut
sejalan dengan temuan (Mimin & Budhi, 2009;
Purwantini & Suhaeti, 2017) dimana rendahnya
pengelolaan suatu daerah irigasi disebabkan
faktor-faktor yang menghambat di lapangan,
yaitu: (i) kurangnya partisipasi anggota, (ii)
belum dikuasainya teknologi budidaya, (iii)
kurangnya permodalan, (iv) program kerja yang
belum dan/atau tidak jelas, (v) pembinaan dan
bimbingan yang tidak kontinyu, (vi) kualitas
dukungan pemerintah daerah yang rendah.

Dalam konteks common dilema,
ketidakjelasan tentang hak-hak (water rights) dan
kewajiban dalam pemanfaatan air, menyebabkan
organisasi asosiasi pemakai air kurang efektif
(Hanak et al, 2011). Dalam prakteknya di daerah
irigasi Bena, pemberian air irigasi pada petak-
petak sawah sering ditemui adanya pemberian air
irigasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan
tanaman dan cenderung sangat berlebih terutama
untuk tanaman seperti padi yang dilakukan
dengan penggenangan, sedangakn tanaman padi
bukanlah tanaman ait, tetapi membutuhakan air
sesuai umur tanaman. Disamping itu, mekanisme
kelembagaan dalam alokasi sumberdaya air tidak
berfungsi, vyang pada gilirannya akan
menimbulkan inefisiensi penggunaan air serta
adanya potensi konflik dalam pengalokasian air.
Persoalan ini sering terjadi seperti pada pasca
tanam, telah menjadi kebiasaan petani untuk
melepaskan air tergenang pada petak sawah,
dengan tujuan agar tumbuhan seperti rumput
tidak dapat tumbuh, dan hal ini menjadi budaya
orang Timor umumnya.

Mekanisme common pool resources dalam
kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) di daerah
irigasi Bena yang tidak berfungsi pada akhirnya
akan berdampak pada inefisiensi penggunaan air
serta adanya potensi konflik dalam pengalokasian
air. Hal ini sesuai pendapat Homer et al (1994)
dan  Gleick (1993) bahwa kelangkaan
sumberdaya alam akan memicu terjadinya
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konflik.

Permasalahan common dilema lainnya
dalam kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) di
daerah irigasi Bena lainnya yaitu adanya
penyimpangan pemberian air penyediaan air
irigasi. Hal ini disebabkan kondisi SDM dalam
pengaturan dan pendistribusian di  lapangan
yang kurang siap serta teknis pengaturan dan
pendistribusian sarana dan prasarana seperti
pintu air irigasi (intake), bendungan dan
beberapa sarana parasarana belum dilakukan
secara akurat dan optimum bahkan sudah tidak
layak pakai bila dikaji berdasarkan teknologi
irigasi terbaru.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan
mendasar tentang bagaimana sesungguhnya
mekanisme Kelembagaan Pengelolaan Irigasi
(KPI) di daerah irigasi Bena Kecamatan
Amanuban Selatan Kabupaten TTS bila konsep
common pool resources menyiratkan bahwa air
sebagai materi enensial dalam kehidupan
manusia merupakan sumber daya yang
dibutuhkan oleh semua kalangan yang mampu
mengakibatkan persaingan ekonomi dan konflik
sosial karena pemenuhannya. Oleh karenanya
pengelolaan kebutuhan air tidak semata ditinjau
dari aspek ekonomi tapi bagaimana air dikelola
dengan prinsip lingkungan untuk mencapai
kesejahteraan dengan praktik kelembagaan dalam
pengambilan kebijakan yang berlandaskan

kelestarian lingkungan dan keadilan distribusi
yang equal (Koudstaal, Rijesberman dan
Savenije, 1992).

KESIMPULAN
Permasalahan common dilemma dalam

kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) di daerah
irigasi Bena tersebut adalah rendahnya
pengelolaan suatu daerah irigasi disebabkan
faktor-faktor yang menghambat di lapangan,
yaitu; (1) kurangnya partisipasi anggota, (2)
belum dikuasainya teknologi budidaya, (3)
kurangnya permodalan, (4) program kerja yang
belum dan/atau tidak jelas, (5) pembinaan dan
bimbingan yang tidak kontinyu, (6) kualitas
dukungan pemerintah daerah yang rendah.
Konsep ~ common pool resources
menyiratkan bahwa air sebagai materi enensial
dalam kehidupan manusia merupakan sumber
daya yang dibutuhkan oleh semua kalangan yang
mampu mengakibatkan persaingan ekonomi dan
konflik sosial karena pemenuhannya. Oleh
karenanya pengelolaan kebutuhan air tidak
semata ditinjau dari aspek ekonomi tapi
bagaimana air dikelola dengan prinsip
lingkungan untuk mencapai  kesejahteraan
dengan praktik kelembagaan dalam pengambilan
kebijakan yang berlandaskan kelestarian
lingkungan dan keadilan distribusi yang equal.
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